WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN

Menimbang

Mengingat

PNS/NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa dalam rangka penyesuaian biaya perjalanan dinas
bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD
dan PNS/Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Panjang, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan
Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil
Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS/Non PNS di
Lingkungan Perintah Kota Padang Panjang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



10

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi
Pejabat/Pegawai Pegawai di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Menetapkan
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15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008
Nomor 8 Seri E.2);

17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA,
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PNS/NON PNS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) dihapus dan ayat (3),
ayat (5), ayat (8) dan ayat (10) Peraturan Walikota Padang
Panjang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas bagi Walikota /Wakil Walikota,
Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS/Non PNS di Lingkungan
Perintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2015 Nomor 3 Seri E.2) diubah, sehingga Pasal
12 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 12
(1) Dihapus.

(2) Keikutsertaan Non PNS/masyarakat untuk melakukan
perjalanan dinas melekat pada kegiatan SKPD.

(3) Dalam hal istri Walikota yang melaksanakan tugas
dengan SKPD terkait program dan kegiatan SKPD maka
penggolongan dan  tingkatan dalam = melakukan
perjalanan dinas disamakan dengan eselon II, sedangkan
untuk istri Wakil Walikota dan istri Sekretaris Daerah
yang melaksanakan tugas dengan SKPD terkait program
dan kegiatan SKPD maka penggolongan dan tingkatan
dalam melakukan perjalanan dinas disamakan dengan

eselon III.
(4) Dihapus.
(5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya

perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

a. uang harian dibayarkan secara Ilumpsum dan
merupakan batas tertinggi mengacu kepada Standar
Satuan Harga tahun anggaran berkenaan;



(6)

(7)

(8)

9)

b. biaya transpor termasuk transit, kapal ferry, biaya
tol, dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan
Fasilitas transport mengacu kepada Standar Satuan
Harga tahun anggaran berkenaan;

c. biaya transpor dari kantor ke Bandara Internasional
Minangkabau pulang pergi dan dari bandara tujuan
ke tempat tujuan perjalanan dinas dibayarkan secara
at cost dengan batas tertinggi mengacu kepada
Standar Satuan Harga tahun anggaran berkenaan
termasuk kapal ferry, biaya tol dan sejenisnya
berkenaan dan dalam hal bukti ril tidak didapatkan,
maka pelaksana perjalanan dinas membuat surat
pernyataan atas pengeluaran tersebut dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IIT ;

d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil
dan merupakan batas tertinggi mengacu kepada
Standar Satuan Harga tahun anggaran berkenaan;

e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan batas tertinggi;

f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai
dengan biaya riil yang merupakan batas tertinggi
mengacu kepada Standar Satuan Harga tahun
anggaran berkenaan;

g. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan
dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan
sesuai dengan biaya riil; dan

h. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan
dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan
sesuai dengan biaya riil.

i. biaya bahan bakar minyak dibayarkan sesuai dengan
bukti pembelian.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-
sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat,
seminar, dan sejenisnya seluruh pelaksana perjalanan
dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang
sama.

Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi
dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur
dalam lampiran IV, maka pelaksana perjalanan dinas
menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah
pada hotel/penginapan dimaksud.

Perjalanan dinas istri Walikota dalam melaksanakan
tugas keorganisasian disamakan dengan eselon I
sedangkan istri Wakil Walikota dalam melaksanakan
tugas keorganisasian disamakan dengan eselon III.

Perjalanan dinas istri Sekretaris Daerah dalam
melaksanakan tugas keorganisasian disamakan dengan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon III.



(10) Perjalanan dinas dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan
di Daerah dan pimpinan organisasi/lembaga dalam
melaksanakan tugas dengan pemerintah daerah instansi
vertikal disamakan dengan PNS golongan IV.

(11) Perjalanan dinas anggota organisasi/lembaga instansi
vertikal dalam melaksanakan tugas
keorganisasian/lembaga disamakan dengan Non Pegawai
Negeri Sipil (Non PNS)/masyarakat.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 23 Desember 2016

WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
dto
EDWAR JULIARTHA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 10 SERI A.5





